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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki bangsa yang
majemuk atau biasa dikatakan sebagai bangsa yang plural. Hal ini bisa dilihat
dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang merupakan
penghormatan filosofis atas keanekaragaman serta kemajemukan yang
dimilikinya. Peningkatan masyarakat terhadap suatu sektor publik dalam
proses penyelenggaraan sebuah sistem pemerintahan yang biasa disebut
dengan (good government goverenence), mendorong semua sektor
pemerintahan untuk menerapkan akuntabilitas publik yang baik sebagai
bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam upaya efektifitas dari sebuah
laporan keuangan yang memiliki kualitas dan ditujukan kepada khalayak
umum atau masyarakat. (Marlinawati & Wardani, 2018).

Tuntutan masyarakat terbukti dengan adanya reformasi di bidang
keuangan di Indonesia dengan diterbitkannya Undang Undang No. 17 Tahun
2004 tentang Keuangan Negara, lalu kemudian Undang — undang No. 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan yang terakhir Undang —
Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 17
Tahun 2003, laporan Kkeuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang

akuntabel dan transparan, yang selanjutnya disebut dengan Laporan



Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sisi lain mengatakan bahwa laporan
keuangan daerah adalah suatu ringkasan dari proses pencatatan atau suatu
ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang
bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah
daerah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi,
atau transaki lainnya yang merupakan hasil yang dilakukan oleh pemerintah
daerah tersebut. Administrasi keuangan adalah sebuah indikator utama dari
adanya sistem di pemerintahan daerah. Pengelolaan yang terencana dan
terstruktur menjadi sesuatu hal yang wajib dilakukan dalam upaya
mewujudkan laporan keuangan yang transparan, jelas, dan tersusun
sebagaimana mestinya.

Pemerintah daerah sebagai salah satu sistem pemerintahan yang ada di
Indonesia tentunya juga perlu menciptakan struktur tatanan pengelolaan
laporan keuangan yang bijak dan terorganisir. Anggaran atau keuangan
menjadi indikator yang vital dalam upaya pengembangan suatu daerah.
Adanya sebuah sistem yang berjalan tidak akan pernah bisa berjalan tanpa
adanya sebuah anggaran. Era saat ini terkesan membuat Negara sesakan akan
harus menjadi Negara kapitalisme yang seakan akan segala sesuatunya harus
bergantung pada anggaran keuangan. Dari urgensi demikian maka adanya
laporan keuangan tentunya menjadi hal yang sangat krusial dalam
pelaksanaan sebuah sistem yang ada di daerah. Penyusunan LKPD yang
sesuai dengan standarisasi dari pemerintahan yang ditetapkan pada peraturan

pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan



Pemeriksa Keuangan (Putri, 2017). Pada dasarnya keberhasilan sebuah
daerah dapat dilihat dan ditinjau dari sistem yang ada di daerah tersebut
terutama yang berkaitan dengan basis database maupun akuntansi keuangan
yang terpola dan tertata dengan rapi. Penyelenggara pemerintah daerah pada
saat ini perlu adanya sebuah pergerakan konkrit untuk meningkatkan kinerja
sistem yang berjalan di daerah tersebut guna menunjang kemajuan dari
daerah itu.

Dalam sembilan tahun terakhir, Pemerintah Daerah Kabupaten
Ponorogo telah mendapatkan 9 kali opini WTP yang dikeluarkan oleh BPK.
Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas anggaran yang dikeluarkannya
tentunya menjadi hal yang penting. Ketika terjadi sebuah kerancuan terhadap
sistem penggelolaan anggaran tentu BPK langsung yang akan turun tangan ke
daerah tersebut. BPK merupakan Badan Pemeriksa Keuangan dimiliki oleh
Negara bertugas mengwasi laju anggaran yang ada di seluruh wilayah
Negara.

Anggaran yang digelontorkan Negara ke daerah — daerah tentunya
tidak semata-mata tanpa tujuan. Intinya sebagai Negara berkembang,
anggaran tersebut diharapkan dapat membantu membangkitkan dan
mengembangkan pembangunan Negara baik dari segi infrastruktur, SDM,
sosial, ekonomi, dan sebagainya. Perlu diketahui jika sumber pendapatan
daerah selain dari Negara ada juga pendapatan lainnya. Diantaranya adalah
APBD yang merupakan Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan

dari hasil murni pemerintah daerah seperti obyek wisata, pajak, dan lain —



lain. Selain itu ada juga pendapatan dari hasil retribusi daerah, dan
pendapatan dari pengembalian. Dari banyaknya anggaran yang ada di daerah
ini tentunya perlu adanya sistem pengelolaan yang baik dan tertata agar
nantinya dapat menciptakan database laporan keuangan yang baik.

Melihat tingginya masalah nilai informasi pelaporan keuangan
pemerintah daerah yang tergolong rendah, banyak penelitian telah dilakukan
untuk meminimalkan penerimaan laporan keuangan secara rutin dengan
berbagai metode. Dari beberapa penelitian membuktikan adanya perubahan
dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan pemanfaatan
kualitas sumber daya manusia, pemanfataan teknologi informasi, Serta
pengendalian intern akuntansi, yang dibuktikan dalam penelitian
(Marlinawati & Wardani, 2018) bahwa pengaruh kapasitas SDM, komitmen
organisasi, dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian
intern akuntansi terhadap sebuah kualitas nilai informasi pelaporan keuangan
pemerintah daerah berdampak positif dengan tingkat signifikasi, sedangkan
pemanfaatan teknologi informasi tidak signifikan.

Dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 jelas bahwa
karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya. Keempat karakteristik yang diperlukan yaitu (i) relevan, (ii) andal,
(iii) dapat dibandingkan, (iv) dapat dipahami(Putri, 2017). Salah satu faktor
penting yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah latar belakang
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pemahaman sumber daya manusia terkait dengan peneglolaan administrasi
keuangan, serta sarana dan prasarana (Rombebunga, Saerang, & Budiarso,
2018). Menurut Widodo (2001), kapasitas SDM (Sumber daya Manusia)
adalah kemampuaan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, serta
pengalaman yang cukup. Sumber daya manusia, khususnya sebagai pengelola
keuangan, idealnya adalah yang memiliki kemampuan dengan latar belakang
akuntansi. Sayangnya, pengelola keuangan dengan latar belakang akuntansi
masih minim di lingkungan pemerintah daerah (Amin & Isnaini, 2019).
Pemahaman dan penerapan terhadap pengelolaan akuntansi pemerintah
daerah juga akan memberikan dampak pada kualitas laporan keuangan. Untuk
itu, diperlukan pembekalan dan pelatihan guna menambah pengetahuan
wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap akuntansi pengelolaan keuangan
(Dewi & Dewi, 2020). Faktor berikutnya yang mempengaruhi persentase
kualitas informasi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah
pemanfaatan teknologi informasi. Begitu pesatnya laju pemakaian dan
pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi juga dapat didukung
oleh berkembangnya infrastruktur telekomunikasi, khususnya dalam layanan
data. Adanya perkembangan teknologi yang terstruktur juga terlihat dengan
adanya transformasi digital di sektor pemerintahan. Pemanfaatan
perkembangan teknologi digital untuk peningkatan pelayanan publik. (Rais &

Dien, 2018).



Adanya aplikasi SIMDA Keuangan sangat berpengaruh terhadap proses
pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah. Tak terkecuali untuk pemerintah
kabupaten Ponorogo, juga menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan dalam
proses pelaksanaan Akuntansi Keuangan, dalam rangka ikut mendukung visi
pemerintah kabupaten Ponorogo yaitu Mewujudkan Kabupaten Ponorogo
HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Bertakwa Kepada
Tuhan Yang Maha Esa) (Watulingas & Tangkuman, 2018). Faktor lain
yang tak kalah pentingnya dalam penyusunan informasi laporan keuangan
adalah pengendalian intern akuntansi. Pada dasarnya pengendalian
manajemen akuntansi sebuah daerah itu adalah sarana bagi daerah tersebut
untuk pengembangan daerahnya. Skema sistem tata kelola pemerintah yang
baik dalam hal ini dari segi akuntansi perlu adanya peningkatan setiap saat.
Adanya era digitalisasi atau era modern membuat sistem akuntasi didaerah
juga harus mengikutinya. Tata kelola keuangan maupun database daerah
menjadi sesuatu yang urgent yang setiap saat harus selalu diupgrade sesuai
dengan kebutuhan sistem (Jauhari, 2020).

Pemerintah daerah dalam penerapan sistemnya juga memiliki yang
namanya SPIP yang merupakan sistem pengendalian intern pemerintah. Hal
ini menunjukkan bahwa sebenarnya secara sistem pemerintah pusat sudah
mengintruksikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur tata kelola
pemerintahan masing — masing di daerah. Dengan adanya pengendalian intern
diharapkan laporan keuangan bisa akurat dan tepat waktu, serta sesuai dengan

aturan yang telah ditetapkan. Keakuratan dan keandalan laporan keuangan



menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program
kerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran (Jauhari, 2020).

Dalam penyusunannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo
memiliki pedoman penyusunan informasi pelaporan keuangan, Vyaitu
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 93 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Surat Edaran Bupati Ponorogo
Nomor 900/034/405.27/2018 tentang Prosedur Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018.
Dalam Surat Edaran tersebut dijabarkan pula prosedur Penatausahaan
Keuangan Daerah, Kelengkapan Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ),
serta Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu (Wahyudi, 2017).

Meskipun pada penerapannya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo
sudah menunjukkan kinerja pelaporan keuangan yang baik, namun masih
perlu adanya peningkatan kualitas dalam suatu informasi pelaporan keuangan
yang wajar. Keterbukaan antar tenaga kerja akuntansi di pemerintah daerah
yang bersangkutan memiliki dampak yang signifikan guna terciptanya
kualitas dalam suatu informasi pelaporan keuangan yang wajar. (Kusuma &
Yasa, 2016). Dengan adanya predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
tidak menjamin bahwa tidak ada temuan kesalahan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD). Seperti halnya Kabupaten Ponorogo, pada

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan tahun anggaran 2019 juga



masih ditemukan kekurangan volume atas pelaksanaan paket pekerjaan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Atau pada Laporan Hasil Pemeriksaan
Laporan Keuangan tahun anggaran 2020 juga masih ditemukan bahwa
pengelolaan aset belum maksimal. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam
Buku Il Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK)
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan peenelitian
yang ada di pemerintah daerah Ponorogo dengan judul “Pengaruh Kualitas
Sumber Daya Manusia, Pemanfataan Teknologi Informasi, dan Pengendalian
Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah” dengan  metode studi empiris dengan standarisasi SKPD di

pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo .

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang
tersebut, maka tersusunlah rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apakah kualitas SDM memiliki pengaruh terhadap nilai informasi dari
pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo ?.
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai
informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap nilai

informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo?



4. Apakah kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi,
dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi

pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Menganalisa dan melihat adannya kualitas dari pengarun SDM terhadap
nilai — nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten
Ponorogo.

b. Menganalisa dan melihat implikasi pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dari adanya nilai — nilai dari laporan keuangan pemerintah
daerah Kabupaten Ponorogo.

c. Menganalisa dan melihat adanya pengaruh impliasi pengendalian intern
akuntansi dari adanya laporan keuangan akuntansi di pemerintah daerah
kabupaten Ponorogo.

d. Menganalisa dan melihat adanya pengaruh kualitas dari SDM,
optimalisasi IPTEK, dan pengendalian intern akuntansi dari adanya nilai

laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Ponorogo.



